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PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2007 tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2006, maka perlu untuk menjabarkan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran sebagaimana
dimaksud,

bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 yang diatur dalam
suatu Peraturan Bupati.

b.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara RI Nomor 9 Tahun 1953):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang ProgramPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569),

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75,
Tembahan Lembaran Negara RI Nomor 3851),

3.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan4.
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3988):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952):

5.

2



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048):

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150):

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4286):

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355):

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4023):
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024):
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4027),



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

21.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4090):
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun
2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095):
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4106),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138):
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139):
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4165):
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13):
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502):
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4585):



33.

34.

35.

36.

37.

Memperhatikan : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4614):
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 36):
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2005 nomor 2):
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006:
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 20022.
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 114.184.733.947,35
b. Dana Perimbangan Rp. 4.116.987.080.115,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 498.578.100,00

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp 4.231.670.392.162,35



2. BELANJA
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.043.304.437.511,35
2) Belanja Bantuan Sosial Rp. 365.907.901.475,00
3) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Bawahan Rp. 44.549.800.000,00
4) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.340.258.315,00

Rp. 1.455.102.397.301,35

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 89.073.826.703,73
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 537.230.861.498,91
3) Belanja Modal Rp. 1.503.512.366.266,11

Rp. 2.129.817.054.468,75
Jumlah Realisasi Belanja Rp. 3.584.919.451.770,10
Surplus/ (Depisit) Rp. 646.750.940.39225

3. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Rp. 496.689.579.831,95
b. Pengeluaran Rp. 32.183.000.000,00

Jumlah Realisasi Pembiayaan Neto Rp. 464.506.579.831,95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 1.111.257.520.224,20

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 1 Oktober 2007

Pit. BUPA ARTANEGARA,

—

DRS. H: URI ASPAR, MM

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabup Kutai Kartanegara

1 Oktober 2007Pad angg

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 14


